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ABSTRAK 

 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis mengenai Perhitungan 

kembali PPh 25 menggunakan Rasio keuangan CTTOR dengan dasar hukum KEP - 

537/PJ/2000. CV A merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang 

perdagangan sembako secara grosir dan eceran. Hasil analisis KPP terhadap CV A 

menunjukkan kenaikan omset sehingga diterbitkan SP2DK. Karena diterima SP2DK 

oleh CV A, maka dilakukan perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 dengan 

menggunakan CTTOR dan hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan rasio CTTOR 

sebesar 152,72% dibandingkan tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 25 CV A Tahun 2023, dan hasil perhitungan 

Kembali PPh Pasal 25 menggunakan perhitungan rasio keuangan CTTOR. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh 25 sebelum dilakukan 

perhitungan Kembali menunjukkan bahwa jumlah angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 

8.445.387 dan hasil perhitungan Kembali angsuran PPh 25 pada CV A Tahun 2023 

berdasarkan KEP – 537/PJ/2000 menggunakan Rasio Keuangan CTTOR yaitu sebesar 

Rp. 7.449.139. 

 

Kata Kunci: Angsuran PPh Pasal 25, KEP–537/PJ/2000, Rasio Keuangan CTTOR 
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ABSTRACT 

 

 The Final Project Report contains an analysis regarding the recalculation of 

PPh 25 using CTTOR financial ratios on the legal basis of KEP - 537/PJ/2000. CV A 

is a Taxpayer who has a business in the wholesale and retail basic food trade sector. 

The results of KPP's analysis of CV A showed an increase in turnover, resulting in the 

issuance of SP2DK. Because SP2DK was accepted by CV A, the PPh Article 25 

installments were recalculated using CTTOR and the results showed an increase in 

the CTTOR ratio of 152.72% compared to 2022. The aim of this research is to find out 

Income Tax Article 25 CV A for 2023, and the results of the recalculation of PPh 

Article 25 using the CTTOR financial ratio calculation. The type of data used in this 

research is quantitative data. Based on the research results, it can be concluded that 

the calculation of PPh 25 before the recalculation is carried out shows that the 

installment amount for PPh Article 25 is IDR. 8,445,387 and the results of the 

recalculation of PPh 25 installments on CV A for 2023 based on KEP – 537/PJ/2000 

using the CTTOR Financial Ratio, namely Rp. 7,449,139. 

  

Keywords: Income Tax Installments Article 25, KEP–537/PJ/2000, CTTOR Financial 

Ratios  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara harus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, 

terutama dalam sektor ekonomi. Kemajuan suatu negara berawal dari tingkatan 

ekonomi. Demikian juga dengan negara Indonesia dalam melakukan 

pembangunan dibutuhkan sumber-sumber dana antara lain tabungan 

masyarakat, tabungan pemerintah, pajak, devisa negara, dan hasil perdagangan 

luar negeri. Dari beberapa sumber dana tersebut, pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar bagi negara. Sumber pendapatan pajak memiliki usia yang 

tak terbatas, terutama seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan 

pertumbuhan populasi setiap tahun. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan negara yang bersumber dari pajak dilakukan melalui perluasan 

wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakkan 

hukum di bidang perpajakan.  

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 

yang menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No 6 

Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat 

diartikan sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi 

oleh orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Saat ini, 

pajak diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. Pajak bersifat mengikat dan diharuskan tanpa 

mendapatkan imbalan langsung. 

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya 

yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang 

dikenakan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Imbalan yang diterima untuk 

pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian untuk pekerjaan atau kegiatan, laba 

usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, bunga, sewa, dividen, premi 

Asuransi dan sebagainya adalah contoh objek pajak penghasilan. Pajak 

penghasilan digolongkan ke dalam beberapa jenis, diantaranya PPh Pasal 15, 
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PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 

26, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 ayat 2. 

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pembayaran pajak atas penghasilan 

yang dibayar secara berangsur setiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang 

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan 

dari bulan Januari sampai Desember. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus 

dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 

merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka 

pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya (Ziski dkk. 2016) Sistem pembayaran sendiri sepanjang tahun atas 

pajak penghasilan tahun berjalan, disebut juga dengan current-payment system, 

dibuat untuk percepatan penerimaan pajak, tujuannya untuk menjaga cash flow 

kas Negara. Jumlah angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak 

Badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan adalah sejumlah Pajak 

Penghasilan yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak dikurangi dengan: 

a. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut PPh Pasal 22 dan Pasal 23; dan 

b. Pajak Penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, yang dapat 

diakui sebagai kredit pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, akan 

dibagi menjadi 12 bagian atau sesuai dengan jumlah bulan dalam tahun 

pajak. 

Dengan Dasar Hukum KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya 

Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu, diatur tata 

cara perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal  (a) Wajib Pajak berhak atas 

kompensasi kerugian (b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur (c) 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu 

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan (d) Wajib Pajak 

diberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (e) Wajib Pajak melakukan 

pembetulan sendiri terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, 

menyebabkan angsuran bulanan menjadi lebih besar dibandingkan dengan 

angsuran bulanan sebelum dilakukan pembetulan (f) Terjadi perubahan keadaan 

usaha atau kegiatan Wajib Pajak. 
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CV A merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang perdagangan 

sembako secara grosir dan eceran. Omset CV A pada Tahun 2022 sebesar Rp 

115.181.688.207 sedangkan perkiraan omset pada tahun 2023 sebesar Rp 

130.856.670.840. Pada awalnya CV A belum sadar omsetnya naik dari tahun 

sebelumnya namun KPP melihat dan menganalis bahwa CV A mengalami 

kenaikan omset perkiraan PPh Terhutang menggunakan dasar perhitungan rasio 

keuangan CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio) tahun 2022 dibanding 

tahun 2023 sebesar 152,72%.  

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Analisis dari KPP Sebelum 

Dilakukan Perhitungan Kembali dapat dilihat pada Tabel 1.1-1.4 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 1.1 Penjualan Tahun 2022 

 

  

Januari 2.015.595.447Rp       -Rp                      9.416.374.058Rp       11.431.969.505Rp       

Februari 1.489.098.230Rp       59.716.544Rp       6.321.771.189Rp       7.870.585.963Rp          

Maret 1.587.641.209Rp       61.067.500Rp       8.388.406.967Rp       10.037.115.676Rp       

April 1.463.010.210Rp       45.196.000Rp       7.200.274.638Rp       8.708.480.848Rp          

Mei 2.035.851.410Rp       50.037.500Rp       6.935.419.697Rp       9.021.308.607Rp          

Juni 1.393.014.893Rp       27.435.000Rp       6.180.441.108Rp       7.600.891.001Rp          

Juli 2.148.095.141Rp       68.430.000Rp       7.824.866.902Rp       10.041.392.043Rp       

Agustus 2.466.092.162Rp       61.687.500Rp       7.239.138.741Rp       9.766.918.403Rp          

September 2.162.944.093Rp       22.167.500Rp       9.416.374.058Rp       11.601.485.651Rp       

Oktober 2.215.129.072Rp       37.175.000Rp       7.230.726.706Rp       9.483.030.778Rp          

November 2.407.453.171Rp       27.262.000Rp       7.096.887.698Rp       9.531.602.869Rp          

Desember 2.086.047.727Rp       31.280.000Rp       7.969.579.131Rp       10.086.906.858Rp       

Total 23.469.972.765Rp     491.454.544Rp     91.220.260.898Rp    115.181.688.207Rp     

Bulan

PENJUALAN TAHUN 2022

 Penyerahan Yang 

Dipungut Sendiri 

 Penyerahan 

Yang Dibebaskan 

dari Pengenaan 

PPN 

 Penjualan Yang 

Tidak Terutang PPN 
 Total Penyerahan 
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Tabel 1.2 Penjualan Tahun 2023 

 

 

 

Tabel 1.3 Perbandingan Penjualan Tahun 2022 dan 2023 

Bulan 

TOTAL PENYERAHAN 

PERBANDINGAN 

Tahun 2022 Tahun 2023 

 

Januari 2.089.923.985Rp      29.397.500Rp               6.859.325.635Rp          8.978.647.120Rp           

Februari 2.323.842.213Rp      238.244.115Rp             7.361.108.218Rp          9.923.194.546Rp           

Maret 2.798.043.576Rp      64.207.450Rp               9.721.541.704Rp          12.583.792.730Rp        

April 2.339.041.490Rp      26.975.000Rp               8.158.496.079Rp          10.524.512.569Rp        

Mei 3.110.462.500Rp      38.280.500Rp               8.139.574.928Rp          11.288.317.928Rp        

Juni 2.732.247.832Rp      37.607.500Rp               8.994.457.035Rp          11.764.312.367Rp        

Juli 2.342.208.260Rp      51.352.500Rp               8.876.719.970Rp          11.270.280.730Rp        

Agustus 2.533.681.408Rp      69.437.795Rp               8.301.603.367Rp          10.904.722.570Rp        

September 2.533.681.408Rp      69.437.795Rp               8.301.603.367Rp          10.904.722.570Rp        

Oktober 2.533.681.408Rp      69.437.795Rp               8.301.603.367Rp          10.904.722.570Rp        

November 2.533.681.408Rp      69.437.795Rp               8.301.603.367Rp          10.904.722.570Rp        

Desember 2.533.681.408Rp      69.437.795Rp               8.301.603.367Rp          10.904.722.570Rp        

Total 30.404.176.896Rp    833.253.540Rp             99.619.240.404Rp       130.856.670.840Rp      

Bulan  Penyerahan Yang 

Dipungut Sendiri 

 Penyerahan Yang 

Dibebaskan dari 

Pengenaan PPN 

 Penjualan Yang Tidak 

Terutang PPN 
 Total Penyerahan 

PENJUALAN TAHUN 2023

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Total

11.431.969.505Rp      

7.870.585.963Rp        

10.037.115.676Rp      

8.708.480.848Rp        

9.021.308.607Rp        

7.600.891.001Rp        

10.041.392.043Rp      

9.766.918.403Rp        

11.601.485.651Rp      

9.483.030.778Rp        

9.531.602.869Rp        

10.086.906.858Rp      

115.181.688.207Rp    

8.978.647.120Rp           

9.923.194.546Rp           

12.583.792.730Rp        

10.524.512.569Rp        

11.288.317.928Rp        

11.764.312.367Rp        

11.270.280.730Rp        

10.904.722.570Rp        

10.904.722.570Rp        

10.904.722.570Rp        

10.904.722.570Rp        

10.904.722.570Rp        

130.856.670.840Rp      

2.453.322.385-Rp        

2.052.608.583Rp        

2.546.677.054Rp        

1.816.031.721Rp        

2.267.009.321Rp        

4.163.421.366Rp        

1.228.888.687Rp        

1.137.804.167Rp        

696.763.081-Rp            

1.421.691.792Rp        

1.373.119.701Rp        

817.815.712Rp            

15.674.982.633Rp      
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KPP menerbitkan Surat SP2DK atas kenaikan Omset tersebut kemudian 

CV A menghitung penjualan 2023 dan menghitung Pajak Terhutang 

menggunakan dasar perhitungan rasio keuangan CTTOR (Corporate Tax to 

Turn Over Ratio).   

Corporate Tax to Turnover Ratio (CTTOR) adalah rasio yang 

membandingkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dengan total 

Penjualan. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam satu 

tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.. Nilai 

CTTOR dihitung dengan rumus:  

 

Makin besar CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio) menunjukkan makin 

besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar 

Pajak Penghasilan. 

Sesuai dasar hukum tersebut Pasal 7 ayat (4) Perhitungan PPh Pasal 25 

disebabkan terjadi perubahan keadaan berupa peningkatan usaha, “Apabila 

dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan  usaha dan 

diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut 

lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang 

yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, 

besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dalam tahun 

pajak tersebut harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak 

Penghasilan yang terutang. Penghitungan ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar.” 

CV A memberikan tanggapan sesuai perhitungannya kepada KPP 

kemudian KPP menyandingkan dengan data-data yang dimilikinya, dengan 

adanya kesenjangan tersebut mengakibatkan CV A harus melakukan 

perhitungan ulang. KPP menyampaikan kepada WP hasil perhitungannya, 

kemudian WP menyampaikan dan melapor surat permohonan Penurunan 

Angsuran PPh 25 lalu menunggu keputusan dari kantor pajak, Ketika sudah 

disetujui baru membayar PPh 25 dengan perhitungan baru. Hal ini bertujuan 

untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan 

aturan yang berlaku, sekaligus memberikan kesetaraan dan keadilan dalam 

system perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan 

CTTOR = PPh terutang x 100% 

                    Penjualan 
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penelitian lebih lanjut terkait perhitungan kembali PPh pasal 25 dengan 

menggunakan Rasio keuangan CTTOR sesuai dasar hukum KEP-537/PJ/2000 

pada CV A. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka 

permasalahan yang akan dikaji antara lain: 

1) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A sebelum 

dilakukan perhitungan Kembali? 

2) Bagaimana hasil perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV 

A berdasarkan KEP-537/PJ/2000? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV 

A sebelum dilakukan perhitungan Kembali. 

b. Untuk Menganalisis hasil perhitungan Kembali Pajak Penghasilan 

Pasal 25 pada CV A berdasarkan KEP-537/PJ/2000. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat 

mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan 

dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat menambah wawasan 

mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku baik peraturan 

terbaru atau peraturan yang sudah berlaku sejak lama seperti peraturan 

pajak mengenai perubahan keadaan berupa peningkatan usaha. 
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b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan terkait untuk dapat membuat rencana dan 

menajalankan kewajiban perpajakannya sejalan dengan kebijakan 

pajak yang sah dan memberikan kajian baru dalam melaksanakan 

perencanaan pajak yang sejalan dengan keadaan yang muncul di 

perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya agar penelitian ini terus berlanjut dan dapat berkembang 

menjadi lebih baik. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka  

didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh KPP pada CV A sebelum 

dilakukan perhitungan kembali menunjukan bahwa jumlah Omset pada 

Tahun 2022 sebesar Rp 115.181.688.207 sedangkan perkiraan omset pada 

tahun 2023 sebesar Rp 130.856.670.840 (Penjualan Januari sampai dengan 

Juli yang terlapor di SPT PPN dijumlahkan dengan perkiraan omset 

Agustus sampai dengan Desember). Wajib Pajak mengalami peningkatan 

usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terhutang untuk 

tahun pajak 2023 dibanding 2022 sebesar 152,72%. Sehingga Pajak 

Penghasilan Pasal 25 harus dihitung kembali atas dasar hukum KEP-

537/PJ/2000. 

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tanggapan dari CV A setelah 

dilakukan perhitungan kembali menunjukan pada Bulan September 2023 

CV A menerima Surat SP2DK dari KPP atas kenaikan Omset pada tahun 

2022 dibandingkan 2023. Kemudian CV A melakukan Perhitungan 

Kembali Omset dari Januari-Desember, pada tahun 2022 Omset CV A 

Sebesar Rp. 115.181.688.207 dan perkiraan Omset tahun 2023 sebesar 

131.853.544.540.  

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Persetujuan KPP setelah 

dilakukan perhitungan kembali, KPP Menerima Tanggapan dari CV A 

kemudian KPP menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 diawali 

dengan mengumpulkan data-data dan menyandingkannya. Menunjukan 

bahwa jumlah Omset pada Tahun 2022 sebesar Rp 115.181.688.207 

sedangkan perkiraan omset pada tahun 2023 sebesar Rp 130.278.733.797 

(Penjualan Januari sampai dengan Juli yang terlapor di SPT PPN 

dijumlahkan dengan perkiraan omset Agustus sampai dengan Desember). 
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4.  Sebelum melakukan perhitungan kembali Angsuran Pajak Penghasilan 

Pasal 25 yang harus dibayarkan sebesar Rp. 8.445.387. Ketika KPP sudah 

setuju atas permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25 baru CV A 

membayar PPh Pasal 25 dengan perhitungan baru. Jadi perhitungan baru 

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan selanjutnya yaitu untuk bulan 

Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 7.449.139. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, adapun saran untuk CV A 

yaitu: 

1. Bilamana wajib pajak mengalami peningkatan omset lebih dari 150%, 

maka sebaiknya wajib pajak (CV A) melakukan perhitungan kembali 

angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan metode perhitungan rasio CTTOR. 

2. CV A diharapkan tetap mengikuti saran dan menjalankan pembaharuan 

peraturan perpajakan sesuai arahan kantor pelayanan pajak dalam hal ini 

aspek perpajakan yaitu Pajak Penghasilan pasal 25.   
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